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Mengingat 

WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI OGRGNTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAPIAN 

KOTA OGRGNTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA OGRGNTALO, 

: a. babwa untuk menunjang optimalisasi penyelenggaraan 

pemerintaban daerab yang lebib efektif, efisien maupun 

sesuai dengan arab kebijakan pembangunan di daerab perlu 

melaksankan perjalanan dinas sesuai kebutuban dan kondisi 

pada setiap unsur dalam Pemerintaban Daerab; 

b. babwa agar pelaksanaan p<jrjalanan dinas lebib bermanfkat, 

terarab dan memenubi kaidab-kaidab pengelolaan keuangan 

daerab, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan perjalapan 

dinas; 

c. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksqd 

dalam buruf a dan buruf b perlu membentuk Peraturan Wali 

Kota Gorontalo tentang F'erjalanan Dinas di Lingkungqrn 

Pemerintaban Kota Gorontalo. 

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tabun 1959 tentang Pembentukan 

Daerab - daerab Tingkat I I di Sulawesi (Lembaran Negata 

Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 74, Tamba^iap 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tabun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran INegara Republik 

Indonesia Tabun 2000 Nomor 258, Tambaban Lembajrajp 

Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenlang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 

Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonpsi|E 

Nomor 4286) ; I 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang 

Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik: 

Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran NegarE 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang Pemerikshat 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembarar 

Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan 
i 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintabEtli 

Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 200^ 

Nomor 126, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438) ; 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Apsirajtiir 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tabun 2014 Nomor 6, Tambaban Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintalia-

Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 201 

Nomor 244,Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimanti telab beberapa kali dirubab 

teralbir dengan Undang-L ndang Nomor 9 Tabun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2;015 Nomor 5^. 

Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesis. 

Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tabun 2005 tentang Dsina 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tabun 2005 Nomor 137, Tambaban Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tabun 2005 Nomor 138, Tambalian Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebsLgaimana telali 

diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 

Nomor 110, Tambaban Lemloaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); ; 
I 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2017 tentang Hale 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota. Dewaiji 

Perwakilan Rakyat Daerali (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tabun 2017 Nomor 106, Tambalian Lembaijaiji 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Ncsgara Republik 

Indonesia Tabun 2019 Nomor 42, Tambalian Lembaijaiji 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Stanc^ar 

Harga Satuan Regional. 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2Ĉ 2(|) 

tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA OGRGNTALO TENTANG PERJALAN/^lf 

DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA OGRGNTALO 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud diengan 

1, Daerab adalah Kota Gorontalo. 
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2. Pemerint€ih Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai un^ujr 

penyelenggara Pemerintaban Daerab. 

3. Kepala Daerab adalab Wali Kota Gorontalo. 

4. Pejabat Negara adalab Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

5. Pejabat Daerab adalab unsur penyelengg;ara pemerintaban daerab Kota 

Gorontalo. , 
I 

6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerab yang selanjutnya disingkat 

Pimpinan DPRD adalab Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerab Kota Gorontalo. 

7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeiab yang selanjutnya disingkat 

Anggota DPRD adalab Anggota Dewan Pc^rwakilan Rakyat Daerab Kota 

Gorontalo. 

8. Tenaga Abli Fraksi DPRD adalab Tenaga abli yang ditempatkan di fraksi yan; 

menguasEii bidang pemerintaban dan tugas serta fungsi DPRD yang dapa 

memberikan saran/pertimbangan kepada fi-aksi DPRD terkait dengan tuga 

dan wewenang dalam penyelanggaraan pemeirintaban daerab. 

9. T im Abli DPRD adalab Tim abli alat kelengkapan DPRD yang menguasai 

bidang tertentu sesuai dengan spesialisasi yang terkait dengan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD. 

10. Pegawai ^,paratur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalab pegawai negeri sipil daili 

pegawai jDemerintab dengan perjanjian kerja yang diangkat oleb pejalDat 

pembina Icepegawaian dan diserabi tugas dedam suatu jabatar. pemerintahjan 

atau dis(;rabi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peratuian 

perundang-undangan. 

1 1 . Pengikut Pejabat tertentu adalab orang yang bukan pejabat negara dan/atjau 

bukan Pegawai ASN karena sifat penugasan dan atau karena adanya bak-bak 

protokoler dari pejabat tertentu dapat ditunjuk mendampingi dalqin 

pelaksanEian perjalanan dinas. 

12. Perjalanan Dinas adalab perjalanan dinas jabatan yang dilakukan o 

Pejabat Negara, Pejabat Daerab, Aparatur Sipil Negara dan pibsik lain. 

13. Peijalanaan Dinas Luar Negeri adalab perjalanan dinas yang dilakukan 

luar wilayab Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

14. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalab perjalanan keluar temjjat kedudukan 

yang dila]<:ukan dalam wilayab Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk 

kepentingan pemerintaban daerab. 

eb 

k ; 
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15. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas ke luar 

Kota Gorontalo di dalam wilayah Provinsi Gorontalo. ' 

16. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dari tijmpat tugas ke: 

luar tempiat lain di dalam wilayah Kota Gorontalo. 1 

17. Lumpsum adalah jumlah uang yang telajn dihitung terlebih dabulu (lire -

calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 

18. Biaya riil adalab biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluai-ar 

yang sab. , 

19. Uang Haiian adalab uang yang diberikan untuk menunjang kebutuban yang 

melaksanakan perjalanan dinas, balk sebelum dan sesudab maupun selama. 

pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. 

20. Uang kontribusi adalab sebagian dari lumpsum yang ditangp;ung pibak lain 

atau dibiiyarkan secara tersendiri kepada pibak lain seperti biaya makbn 

penginapiin/akomodasi. ' 

2 1 . Uang representasi adalab tambaban biaya dalam rangka kepatutan jabatan. 

22. Biaya Perneriksaan kesehatan adalab biaya yang diberikan kejDada pelaksana 

perjalanan dinas dalam rangka protokol kt;sebatan yang diwajibkan karena 

adanya g(yala wabab virus tertentu. 

23. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah 

Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerab, Pegawai ASN, Staf Abli Faraksi DPRD, Tim/Paic£^ 

Abli DPFID, Pengikut Pejabat Tertentu dan Tenaga Penunjang Kegiajan 

Daerab untuk melaksanakan perjalanan dinas. 

24. Tempat Kedudukan adalab tempat satuan kerja berada. 

25. Tempat tujuan adalab tempat/daerab yang inenjadi tempat tujuan perjalanaji 

dinas. 

BAB I I 

J RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi : 

a aizas umum; 

b. pelaksana dan jenis perjalanan dinas; 
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c. kewenangan perse tujuan dan menandatajigani surat perintah tugas dan 

surat perintah perjalanan dinas; 

d. biaya dan sistim pembayaran biaya perjalanan dinas; 

e. pertanggungjawaban perjalanan dinas. 

Bagian Pertama 

Azas Umum 

Pasal 3 

(1) Pelaksanaan perjalanan dinas agar memperiiatikan azas umum, yaitu : 

a. Selektif; 

b. Tertih); 

c. Taat ]Dada peraturan perundang-undang;an; 

d. Relevan; 
i 

e. Efektif efisien; 

f. Ekonomis; 

g. Transiparan, dan 

b. Dapat dipertanggungjawabkan. 

(2) Selektif S(2bagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a, adalab perjalsuiab 

yang dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan berkaitan dengai 

penyelenj^garaan pemerintaban. 

(3) Tertib s(;bagaimana dimaksud pada ayai: (1) buruf b, adalab perjalanat 

dinas dilakukan tidak mengganggu kelanearan pelayanan publik, jangks 

waktu pimugasan yang tidak tumpang tindib dengan piiijalanan dinas 

yang lain, serta didukung bukti-bukti yang dapat dipertanj^ngjawabkar 

dan disampaikan secara tepat waktu. 

(A) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) buruf c, adalab perjalanan dinas barus di laksanalan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

(5) Relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf d, adalah 

perjalanan dinas berkesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi serte 

tugas pemerintaban. 
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(6) Efektif dan efisien sebagaimema dimaksud pada ayat (1) buruf 6 

babwa pencapaian basil dari perjalanan dinas barus memberikar 

manfaat yang optimal mendukung perceparan target kinerja, menyelesaila:i 

permasalaban, meningkatkan koordinasi £;erta memperoleb klarifikasi dan 

informasi yang lebib akurat. 

(7) Ekonomis; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf f, adalab babwa: 

a. Jumlab ASN/pejabat lainnya/unsur lainnya yang diperintabkan 

j sesuai dengan kebutuban; ; 

b. Rute dan jenis alat angkutan yang diguiiakan memperbitungkan waktu 

yang singkat dan biaya terendab; 

c. Jangka waktu penugasan merupakan jumlab yang dibutubkaii 

! untuk mendapatkan basil yang maksimal. 

(8) TransparEin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf g, adalab 

pelaksanaan perjalanan dinas terintegrasi dalam program s.plikasi Sistem 

Informasi Manajemen Perjalanan Dinas. I 

(9) Dapat dipiertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

buruf b, adadab babwa perjalanan dinas tei'sebut benar-bena:r dilaksanakan 

yamg dibuktikan dengan laporan basil perjalanan dinas. 

Bagian Kedua 

Pelaksana dan Jenis PerjaJanan Dinas 

Paragraf 1 

Pelaksana Perjalanan Dinas 

Pasal 4 

(1) Pelaksana perjalanan dinas, yakni : 

a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

b. Pimpinan dan Anggota DPRD; 

c. Pejabiit Pimpinan Tinggi Madya; 

d. Pejabsit Pimpinan Tinggi Pratama; 

e. Pejab£it Administrator, Pejabat Fungsiomal Madya dan PNS Golongan IVj/c 

' keatas; 

f. Pejabjit Pengawas, Pejabat Fungsional l^ertama, Fungsional Muda sells. 

Pengawas Sekolab; 
PERM 
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I 

g. KepaJa FKTP, PNS Golongan IV/a dan Golongan IV/b; 

b. PNS Golongan I I I , PNS Golongan I I dan PNS Golongan I ; 

i . Pegav/ai Pemerintab dengan Perjanjian Kerja (PPPK); 

j . Ketua., Wakil Ketua dan pengurus Tim Penggerak PKK di lingkungan Kpt^ 

^ Gorontalo; 

k. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKAD; 

1. Ketua, Wakil Ketua dan pengurus Dbarrna Wanita Kota Gorontalo; 

m. Pengurus organisasi/lembaga keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaiaib 

dan masyarakat yang memperoleb alokasi anggaran perjalanan dinas 

melalui APBD; dan 

n. Pengil-cut Pejabat tertentu. 

(2) Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua dan Wakil Ketua KKAD, 

Ketua dsm Wakil Ketua Dbarma Wanita Kota Gorontalo sebagaimdn4 

dimaksud pada ayat (1) buruf j , buruf k dan buruf 1 mendapatkan biaya 

perjalanan dinas yang dipersamakan dengan pejabat pengawas;. ^ 

(3) Pengurus Tim Penggerak PKK, Anggota KKAD, Pengurus Dbarma Wapita. 

Kota Gorontalo dan Pengurus organisasi/lembaga keagamaan, 

kemasyarakatan, kepemudaan dan masyarakat yang mempieroleb alokasi 

anggaran perjalanan dinas melalui APBD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) buruf j , buruf k, buruf 1 dan buruf m mendapatkan biaya perjalanan 

dinas yang dipersamakan dengan pejabat pelaksana. 

(4) Pengikut jjejabat tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) buruf n, yaitu: 
j 

a. Anggota Forum koordinasi pimpinan daerab; 

b. Tim Advokasi Pemerintab Daerab; 

c. Tim pakar perencanaan penelitian dan psngembangan; 

d. J u r u Bicara Wali Kota; 

e. Ajudan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Non Pegawai ASN; 

f. Ajudan Ketua DPRD Non Pegawai ASN; 

g. Staf Abli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar DPRD; 

b. Pegawai Non ASN yang melakukan pe:rjanjian kerja dengan Pengguhs. 

j Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggsiran dalam pencapaian sasaran 

progrgim kegiatan; 
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i . Pejabat instansi vertikal lainnya yang diminta untuk mendampingi kepalg 

daerab dalam rangka kedinasan. ^ 

(5) . Pengikut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) buruf a mendapatkan biaya 

perjalanan dinas yang dipersamakan dengan pejabat pimpinan tinggi 

madya/pi-atama; 

(6) . Pengikut pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada aygit (4) buruf 

buruf c, buruf d, buruf e, buruf f, buruf g, dan buruf b mendapatkan biaya 

perjalanan dinas yang dipersamakan dengan PNS Golongan III. | 

(7) . Pengikut pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) buruf 

mendapalJcan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan pejabat 

administrator. 

Paragraf 2 

Jenis Perjalanan Dinas 

Pasal 5 

Pe rjalanan dinas terdiri dari : 

a. Perjalanan Dinas Luar Negeri; 

b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; 

Pasal 6 

Perjalananan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam 

rangka : 

a. Pelaksanaan tugas yang melekat pada jabatan; 

b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya; 

c. Pengumandahan (detasering); 

d. Menghadap majelis penguji kesehatan Pe;gawai Negeri atau mengbadap 

seorang Dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan sura ; 

keterangan tentang kesebatannya guna kepentingan jabatan; 

e. Memperoleb pengobatan berdasarkan Surat Keterangan Dokter kare^ti 

mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas; 

f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan Keputusan Majelis Peniguji Kesebatjar. 

Pegawai Negeri; 
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g. Penugasan untuk mengikuti Pendidikan setiira Diploma/S 1 /S2/S3; 

h. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan; dan 

i . Pengawasan dan pemantauan lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaar 

kegiatan seperti konsultasi, koordinasi, sun/ey, monitoring, kegiatan fasililas: 

kedinasan dan protokoler. 

Pasal 7 

P<jrjalanan dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Ptisal 5 buruf a 

b(jrpedoman pada ketentuan peraturan perundemg-undangan. 

Pasal 8 

(1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaiman£i dimaksud dalam Pasal 5 burii f 

b, terdiri dari : 

a. Perjalanan Dinas Luar Kota; 

b. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi; 

c. Perjalanan Dinas Dalam Kota. 

Pasal 9 

Pe;rjalanan Dinas Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 buruf 

untuk setiap kali penugasan minimal 3 (tiga) bari dan maksimal 6 (enam) bari 

termasuk 1 (satu) bari sebelum dan 1 (satu) bari setelah. pelaksanaan 

ke:giatan. 

Pasal 10 

(1) Dalam b.al jumlab dari perjalanan dinEis melebibi jumlab bari yang 

ditetapkan dalam Surat Tugas d£m tidak diselaabkan oleh 

kesalaban/kelalaian, pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan tambaban 

uang barian, biaya penginapan, uang representase dan biaya taksi atau seyve. 

kendaraan. I 

(2) Tambaban uang barian, biaya penginapan, uang representase dan biaya taks ; 
I 

atau sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daj^at dibayarkan 

dengan melampirkan dokumen berupa : 
a. Surat keterangan dari penyedia j asa transportasi lainnya; dan/atau 

b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas. 
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(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KpA 

membebankan biaya tambaban uang harian, biaya penginapan, uang 

representasi dan sewa kendaraan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan. 

(4) Dalam hal jumlab bari perjalanan dinas kurang dari jumlab bari yang 

ditetapkan dalam SPT, pelaksana perjalanan dinas barus mengembalikan 

kelebiban uang barian, biaya penginapan, uang representasi dan biaya taksi 

atau sewa kendaraan melalui rekening Bendabara Perangkat Daerab. 

Pasal 11 I 

Setiap Pejabat, Pegawai ASN dan Pengikut Pejabat tertentu yang melaksanalfap 

perjalanan dinas luar kota diberikan Biaya Taksi yang terdiri dari : 

a, Keberangkatan : 

1. dari tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuban, terminal, atau 

stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan (lumpsum); 

2. dari bandara, pelabuban, terminal, atau stasiun kedatangan menuju 

tempat tujuan (lumpsum); 

3. dari botel menuju tempat tujuan penugasan menggunakan mbda 

trans]Dortasi darat pergi pulang (pp) da]Dat diberikan pembiayaan seeara 

riil (at cost). 

b. Kepulangan : 

1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuban, terminal, atau stasiun 

untuh: keberangkatan ke tempat kedudukan asal (lumpsum); 

2. dari bandara, pelabuban, terminal, atau stasiun kedatangan menuju 

tempat kedudukan asal (lumpsum). 

Pasal 12 

(1) Dalam rangka menunjang kegiatan kedinasan dan standar protokolei-

perjalanan dinas luar kota, Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pimpinan DPRD 

dapat melakukan sewa kendaraan. 

(21 Pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan sewa kendara^. 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan biaya transportasi lokal 

yang dibayarkan secara riil (at cost). 
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(3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudab termasuk b iky i 

untuk pengemudi, baban bakar minyak (BBM) dan pajak. 

Pasal 13 

( 1 ) Perjalanan dinas luar kota dalam rangka mi^ngikuti Diklat yan g dilaksanakan 

melalui ]3enyetoran Biaya Kontribusi atau ada pernyataan penyelenggara 

babwa selurub biaya akomodasi ditanggung panitia, maka banya akan. 

diberikan uang barian Diklat. 

(2) Uang barian Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) banya diberikan 

j i ka pelah sanaannya lebib dari 8 (delapan) jam. 

Pasal 14 

(1) Perjalanain dinas luar kota dalam rangka mengbadiri undangan rapat y 

mencantumkan babwa konsumsi selama pelaksanaan kegiatan ditanggung 

oleb penyelenggara, maka pelaksana perjakman dinas dapat diberikan Uang 

Harian sebagai berikut: 

a. 100% apabila penyelenggara banya menyediakan konsumsi makan 

slang; 

b. 75% gLpabila penyelenggara menyediakan konsumsi matian slang d|ari 

makan malam 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan 

untuk kegiatan yang selurub biaya akomodasi, transportasi dar 

uang b£Lrian ditanggung oleb Kementerian/Lembaga penyelengg£r£. 

kegiatan. 

(3) Ketentuar. sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) dikecualikim bagi sebari 

sebelum dan sebari sesudab. 

Pasal 15 

Perjalanan dinas yang bersifat koordinatif, studi banding dan atau konsultati: 

miiksimal 3 (tiga) bari termasuk 1 (satu) bari scsbelum dan 1 (satu) bari setelkb 

pelaksanaan kegiatan kecuali tempat tujuan yang dikunjungi lebib dari 1 (satu) 

Instansi/Kementerian. 
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Pasal 16 

(1) Peijalansun dinas luar kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 8 

buruf b untuk setiap kali penugasan maksimal 3 (tiga) bari termasuk 

(satu) bairi sebelum dan 1 (satu) bari setelab pelaksanaan kegiatan ataiji 

sesuai demgan waktu penyelenggaraan kegiatan. 

(2) Perjalan£Ln dinas luar kota dalam provinsi yang menggunakan kendaraan 

dinas tidak dibayarkan biaya transportasi tetapi banya diberikan biaya 

pengganii baban bakar minyak (BBM) dengan melampirkan bukti pembelian 

(struk) yimg sab dari Stasion Pengisian Baban Bakar Umum (SPBU). 

(3) Pelaksana perjalanan dinas luar kota dalam provinsi dapat melakukan sewa, 

kendara£m j i ka tidak menggunakan kendaraan dinas. 

Pasal 17 

(1) Perjalan£m dinas dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 buruf c 

untuk setiap kali penugasan maksimal 10 (sepulub) bari dalam sjitu 

rangkaian perjalanan dinas, kecuali perjalalan dinas dalam rangka 

pemeriks;aan Inspektorat dan petugas pelaksana intensifika.si Pendapatan 

Asli Daerab. 

(2) Pemberi£m biaya perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan/ pengawasan 

diberikan uang barian berdasarkan fungsi dan tanggungjawab dalam 

pelaksanaan tugas dan ditambabkan u£Lng representase untuk Pejabat 

Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Pratama. 

Pasal 18 

(1) Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Gorontalo d a l ^ i 

melaksanakan perjalanan dinas karena kedudukan protokolemya 

mengbaruskan didampingi oleb suami/istri, maka biaya perjalanan dinas 

suami/istri dapat dibebankan pada rekening perjalanan dinas masipg-

masing. 

(2) Biaya peijalanan dinas suami/isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1 

meliputi uang barian dan biaya transportasi. 
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Pasal 19 

(l]i Sekretaris Daerah yang ditugaskan mewakili Wali Kota/Wjikil Wali Kotii 

diberikan fasilitas botel/penginapan dan representasi sesuai yeing didapatkjaiji 

oleb Wali Kota/Wakil Wali Kota. 

(2) Pejabat Pimpinan tinggi Pratama yang ditug;askan mewakili Wali Kota/Wakil 

Wali Kota dan Sekretaris Daerab diberikan fasilitas hotel/p<mginapan djaiji 

represenbisi sesuai yang didapatkan oleb Sekretaris Daerab; 

(3) Pemberian fasilitas hotel/penginapan dan representasi sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak diberikan apabila tugas 

mewakili adalab untuk mengikuti pendidikiin/pelatihan, bimtek, konsulte.si, 

koordinasi dan studi banding. 

I Pasal 20 

(1| Anggota DPRD yang ditugaskan mewakili Pimpinan DPRD diberikan fasilitas 

hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleb Pimpipaiji 

DPRD. 

(21 Pemberian fasilitas hotel/penginapan dan representasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila tugas yang diwakilkan adalab 

untuk mengikuti pendidikan pelatihan, Bimtek, Konsultasi, Koordinasi dan 

Studi banding. 

Pasal 21 

(1) Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD dalam melaksanakan perjalaran 

dinas kanjna kedudukan protokolernya, dapat didampingi oleh 1 (satu) orang 

Ajudan dsm/atau 1 (satu) orang Sekertaris Pribadi. 

(2) Ajudan dan/atau Sekertaris pribadi Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketu^ 

DPRD setiagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bukan Pegawai ASN dapat 

diberikan biaya perjalanan dinas. 

(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimahisud pada ayat (2) meliputi u^n^ 

barian, biaya transportasi dan biaya pengin£ipan. 

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk barga kamajr 

terendab di Hotel Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD menginap. 

(5) Biaya tra^isportasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualilcan biaya ta^sii 

sebagaimjana dimaksud dalam Pasal 11. 
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Pasal 22 

Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar daerah yang 

mengharuskfin dan membutuhkan petugas pendamping, maka kepada 

pendamping dapat diberikan perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai 

b(irikut: 

a. Untuk setiap Wakil Ketua DPRD dapat didampingi oleb 1 (satu) orang stall 

pendamping/ sespri; 

b. Untuk setiap 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang Anggo1:a DPRD dapat 

didampingi oleb 1 (satu) orang staf pendamping; 

c. Untuk setiap Komisi yang lebib dari 4 (empat) orang Anggota DPRD dapat 

didampingi oleb maksimal 2 (dua) orang staf pendamping; 

d Untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang lebib dari 4 (empat) orang Anggotja 

DPRD dapat didampingi oleb maksimal 2 (dua) orang staf pendamping; 

e. Untuk setiap Panitia Kbusus DPRD yang lebib dari 4 (empat) orang Anggota 

DPRD dapat didampingi oleb maksimal 2 (dua) orang staf pend amping; 

f. Staf Pendamping sebagaimana dimaksud buruf a, buruf b, buruf c, bun^f 

dan buruf e adalab staf pendamping administrasi DPRD. 

Bagian Ketiga 

Kewenangan Persetujuan dan Menandatang;ani Surat Perintah Tugas dan 

Surat Perintah Perjalanan Dinas. 

Paragraf 1 

Kewenangan Persetujuan 

Pasal 23 

(1) Setiap orang yang akan melaksanakan perjalanan dinas barus mendapatkan 

persetujuan tertulis pejabat yang berwenang. 

(2) Wali Koi:a, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerab berwemmg menyetijui: 

atau menolak Pimpinan DPRD, Pejabat Struktural, Pegawai ASN, Pengikut 

pejabat tertentu atau pibak lain yang terkait berdasarkan telaaban dari 

pimpinan Perangkat Daerab/UKPD melalui Sekretaris Daerab . 

(3) Pimpinan DPRD berwenang menyetujui atau menolak y\,nggota DPRD 

Kelompck Pakar DPRD dan Staf Abli Fraks i DPRD berdasarka n telaaban staf 

dari Ketua Komisi. 
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Paragraf 2 

ICewenangan Menandatangani Surat Perintah Tugas dan 

Surat Perintah Perjalanan Dinas 

Pasal 24 

(1) Pejabat y ang berkewenangan menandatangani SPT : 

a. Seknjtaris Daerab untuk : 

1. V^ali Kota dan Wakil Wali Kota; 

2. Para Asisten Sekretariat Daerab dan Staf Abli Wali Kota; 

3. K epala Perangkat Daerab / UKPD; da n 

4. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerab 

b. Ketua DPRD untuk : 

1. Pimpinan dan Anggota DPRD 

2. ./Ajudan Ketua DPRD Non Pegawai ASN; 

3. Staf Abli Fraksi DPRD dan Tim Pakar DPRD; dan 

4. Pegawai Non ASN di lingkungan sekretariat DPRD. 

c. Asisten yang membidangi, untuk : 

1. Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana; dan 

2. Tim Advokasi Pemerintab Daerab; 

3. Tim pakar perencanaan penelitian d an pengembangan; 

4. J u r u Bicara Wali Kota; dan 

5. Ajudan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Non Pegawai ASN. 

d. Kepala Perangkat Daerab/UKPD untuk : 

1. Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana; dan 

2. F'engikut pejabat tertentu pada Perangkat Daerab masing-masing. 

(2:) Apabila Sekretaris Daerab berhalangan, ]5enandatanganan SPT dilakultah 

oleb pejgtbat pelaksana barian Sekretaris Daerab. 

(3) Apabila Ketua DPRD berhalangan, penandatanganan SPl^ Wakil Ketue, 

DPRD, Staf Abli Fraksi DPRD dan Tim Abli DPRD dilakukan oleb Ketu^ 

Sementara DPRD. 

(4) Apabila Kepala Perangkat Daerab/UKPD berhalangan, penandatangariah 

SPT dilakukan oleb pejabat pelaksana barian kepala Perangkat Daerab. 
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Pasal 25 

(1) Pejabat yang berkewenangan menandatangani SPPD : 

a. Sekre taris Daerab untuk : 

1. W£di Kota dan Wakil Wali Kota; 

2. Para Asisten Sekretariat Daerab dan Staf Abli Wali Kota; 

3. Kepala Perangkat Daerab; dan 

4. Pengikut Pejabat Tertentu. 

b. Sekretaris DPRD untuk : 

1. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan 

2. Ajudan Ketua DPRD Non Pegawai ASN; 

3. St£if Abli Fraksi DPRD dan Tim Pakar DPRD; 

4. Pegawai Non ASN di lingkungan sekreTariat DPRD 

c. Asisten yang membidangi, untuk : 

1. Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana; dan 

2. Tirn Advokasi Pemerintab Daerab; 

3. T im pakar perencanaan penelitian dan pengembangan; 

4. J u r u Bicara Wali Kota; 

5. Ajudan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Non Pegawai ASb; 

b. Kepala Perangkat Daerab/UKPD untuk : 

1. Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana; dan 

2. Pegawai Non ASN pada perangkat dae:rab masing-masing. 

(2) Pejabat-pejabat yang berwenang menandatangani SPPD 

dimaksud Pasal 25 apabila berhalangan m£ika kewenangan menandatang^in|i 

SPPD dilakukan oleb Pejabat Pelaksana Harian (PLH). 

Bagian Ketiga 

Biaya dan Sistem PemlDayaran 

Biaya Perjalanan Dinas 

Pasal 26 

Biaya perjalanan dinas terdiri dari : 

a. uang barian; 

sebagaimana 
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b. biaya tran sportasi; 

c. biaya Hotel/penginapan; 

d. uang representasi; 

e. Biaya perneriksaan kesehatan. 

Pasal 27 

(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri d a r i : 

a. uang makan; 

b. uang transportasi urusan pribadi; dan 

c. uang saku. 

(2) Pembayaran uang barian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibayark|aii 

secara lurapsum. 

(3] Besaran uang barian sebagaimana dimaF:sud ayat (1) tercantum d a l ^ i 

Lampiran I , Lampiran I I dan Lampiran II I Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 28 

(1) Biaya trajrisportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 hiuruf b terqiri 

atas : 

a. biaya tiket pergi pulang; 

b. biaya taksi keberangkatan, kepulangan, dan ke tempat pelaksana 

kegiatsm; 

c. Biaya sewa kendaraan; dan 

d. Biaya voucer bagasi pergi pulang untuk maskapai penerbangan terter t i i 

yang memberlakukan pembelian voucer bagasi. 

(2]i Biaya tik(;t pesawat pergi pulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

buruf a dapat dibayarkan melebibi/melamjDaui pagu tertinggj sesuai bukt 

pembelian tiket yang sab (at cost). 

(3) Pelampauan standar biaya tertinggi sebagiumana dimaksud pada ayat (2 

apabila disebabkan barga tiket dari maskapai penerbangan/Travel pada sj ia; 

itu lagi niiik dan/atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan dar 

bukan karena menaikkan barga tiket [mark up) maka kelebibian biaya tikej: 

dapat dipc:rbitungkan kembali dalam biaya b-ansportasi. 

ail 
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(4| Besaran biaya transportasi pergi pulang (pp) sebagaimana tercantum dalanii 

Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan I^ampiran VII Peraturan Wali Ki)tA 

ini. 

Pasal 29 

( I j Biaya Hotel/Penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasfil 26 buru^ ^ 

merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap: 

a. di botel; dan 

b. di tempat menginap lainnya; 

(2) Biaya botel/penginapan sebagaimana dimtiksud pada Ayat (1) dibayarkjaiji 

secara ri i l (at cost). 

(3) Dalam hal pelaksana perjalanan tidak menggunakan fasilitas botel attatli 

tempat p(3nginapan lainnya, kepada yang bersangkutan bemya diberikan 

biaya penginapan sebesar 30% (tiga pulub persen). 

(4) Biaya Hotel/penginapan sebesar 30% sebagaimana dimaksuci pada ayat (3) 

tidak diberikan j i ka perjalanan dinas yang dilaksanakan tidtik lebib darj ^ 

(delapan) jam tanpa bermalam/menginap. 

(51 Besaran tiiaya Hotel/Penginapan sebagaimana dimaksud ayat: (2) tercantijm^ 

dalam Lampiran VII I Peraturan Wali Kota ini 

Pasal 30 
I 

(1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 bumf d diberiktaili 

kepada pelaksana perjalanan dinas, sebagai ber ikut: 

a. Wali FCota dan Wakil Wali Kota; 

b. Pimpman dan Anggota DPRD; 

c. Sekertaris Daerab; dan 

d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. 

(2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalknH 
Lampiran IX Peraturan Wali Kota ini. 
I 

Pasal 31 

(1) Biaya pemeriksaan kesebatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 bumf e yaittk 

biaya yang diberikan untuk pemeriksaan ke;sebatan yang diwajibkan selaini 

melaksanakan perjalanan dinas. 
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(2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu biaya Rapid 

test dan/£itau Swab PGR. 

(3) Biaya perneriksaan kesebatan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang 

dilaksanakan saat keberangkatan maupun kcepulangan dibayarkan secara riil 

(at cost) dan berdasarkan bukti yang sab. 

(4) Dalam bal pelaksana perjalanan dinas dinyatakan reaktif maupun positif 

terbadap gejala suatu virus berbabaya S ( 2 b i n g g a melakukan pembatalan 

perjalanan dinas maka barus mengembalikan selurub biaya perjalanan dinas 

yang sud£ib diterima apabila masib berada dalam kota, kecuali untuk tiket 

pesawat j i ka tidak dapat di refund. 

(5) J i k a saat; kepulangan dinyatakan reaktif dan/atau positif dan bar us; 

melakukan isolasi yang ditetapkan oleb petugas kesebatan setempat, makt. 

banya diberikan tambaban uang barian sebesar 50% dan biaya tiket yang 

sudab tid£ik dapat di refund. I 

(6) Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) banya yang ditetapkan olleh 

petugas l<:esebatan setempat dan disediakan tempatnya yang dibuktikan 

dengan Surat Keterangan dari Instansi/Lembaga terkait. | 

(7) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan Isolasi secara mandiri diberik ari 

biaya hotel/penginapan secara riil atau (at cost); 

(8) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibayarkan 

secara riil (at cost); 

(9) Besaran ] 3 i a y a Pemeriksaan Kesebatan s(;bagaimana dimalcsud ayat (3) 

tercantum dalam Lampiran X Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 32 

(1) Dalam bal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, maka 

pembatalan biaya dapat dibebankan pada DPA Perangkat E»aerab apabila 

pelaksana perjalanan dinas tiba-tiba berhalangan dan bukan karena unsiui 

kesengajajm seperti akan melaksanakan kegiatan kedinasan di daerab yapg 

tidak dap£it diwakili, sakit dan/atau karena tertimpa musibab pada keluarga 

terdekat seperti istri/suami, anak, orang tua kandung/mertua, saudara 

kandung. 
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(2) Pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas; sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) meliputi : 

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Peirjalanan Dinas ohih pejabat dari 

atasan pelaksana perjalanan dinas dan/atau pejabat yang 

menandatangani SPT, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum 

! dalam Lampiran X I Peraturan Wali Kota ini. 

b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas 

yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII 

Peraturan Wali Kota ini. 

c. Tandsi bukti besaran pengembalian biaya transport d.=m/atau bkiya 

penginapan dari perusabaan j a sa transpiortasi dan atau penginapan yang 

disabkan oleb Penguna Anggaran/Kuas£i Pengguna Anggaran. 

(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA Persmgkat Daeijalji 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalab biaya pembatalan t ikjt 

transport/ penginapan sebagian dan/atau selurub yang tidak da]}a|t 

dikembalikan/ refund. 

Pasal 33 

(1) Pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 yang 

tewas/meninggal dunia diberikan biaya pemulangan/pengemb;alian jenazali. 

(2) Biaya pemulangan/pengembalian jenazali ke Kota asal sebagaimani 

dimaksud ayat (1) meliputi biaya pemulasaran/peti dan biaj^a transportasi 

yang dibayarkan secara riil (at cost). I 

(3) Dalam r.mgka penjemputan jenazab, pibak keluarga diberikan bk.ya 

transportasi pergi pulang dan uang barian banya kepada 1 (satu) orang 

keluarga terdekat. 

(4) Pemberian biaya transportasi dan uang barian sebagaimima dimaiksud 

ayat (3) disamakan dengan perjalanan dinas golongan I I . 

(5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dan ayat (3) ditiebankan pada 

DPA Badan Keuangan Kota Gorontalo. 

Pasal 34 

(1) Pembayaran Biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme Uani 

Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambab Uang (TU) dan belanja langsun; 

(LS) oleb bendabara pengeluaran perangkat; daerab ke pelaksana-pelaksana 

perjalanan Dinas. 
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(2) Pembayaran Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP, GU, dan jTU 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaFiukan dengan memberikan uang 

muka kepada pelaksana perjalanan dinas oleb bendabara pengeluaijaiji 

perangkat daerab. 

(3) Pemberian uang muka kepada pelaksana perjalanan dinasi sebagaimdn4 

di maksud pada Ayat (2) oleb bendabara ptmgeluaran maksimal 75% (tujub 

pulub lima persen) dari rincian biaya pekiksana perjalanan, kecuali mn\i 

barian yang dibayarkan 100% (seratur persen). 

(4) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud Ayat (3) berdassirkan : 

a. Telaalian staf yang telab disetujui; 

b. Surat Perintab Tugas; 

c. Daftai- perincian/perbitungan biaya perjalanan dinas; dan 

d. Kuitansi tanda terima uang muka 

(5) Pembayaran perjalanan dinas yang dilakukan dengan mekanisme langsung 

(LS), yaitu dengan melampirkan selumb bukti-bukti babwa te alji 

dilaksanakannya perjalanan dinas. 

(6) Bukti-buF;ti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu : 

a. Surat pamggilan/undangan dari penyelenggara (jika ada); 

b. Telaaban Staf yang telab disetujui; 

c. Surat Perintab Tugas (SPT); 

d. Surat Perintab Perjalanan Dinas (SPPD); 

e. Tiket pesawat/alat transportasi lainnya dan boarding pass pergi pulang; 

f. Bukt i pembayaran/Bill botel/penginapan yang sab; 

g. Laporan Perjalanan Dinas; 

b. Daftar rincian/perbitungan biaya perjalansm dinas; 

i . Bukt i pembayaran yang sab untuk sewa kendaraan dalam kota berujpa 

kuitansi atau bukti pembayaran lainmm yang dikeluarkan oleb baqaiji 

I usaba. yang bergerak dibidang jasa transportasi; 

J . Daftar pengeluaran ri i l dipergunakan untuk bukti-bukti pengeluaijan 

biaya transportasi dan biaya botel/penginapan lainnya yang tidak dapa 

diperoleb. 
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Bagian Kelima 

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas 

Pasal 35 

(1) Setiap Penerbitan SPT dan SPPD dan pengajuan biaya perjalanan dina^ 

barus berdasarkan pada kepentingan jDelaksanaan tugas yang da])a 

dipertanj^gungjawabkan menurut ketentuan Peraturan Perundangqnj-

: undangan 

(2) SPT dan SPPD yang digunakan telab ditsindatangani serta disabkan o 

pejabat yang berwenang. 

(3) Kelengkapan pertanggungjawaban dan perjialanan dinas meliputi : 

a. Telaalian staf yang telab disetujui 

b. Surat Perintab Tugas (SPT) . 
I 

c. Surat Perintab Perjalanan Dinas (SPPD) yang telab ditandatangani o 

j pejabat pada tempat asal dan tujuan dan telab disabkan. 
d. Daftai' perincian biaya perjalanan dinas 

e. Tiket Pesawat Udara, Boarding pass den bukti pembayaran tranport^sji 

lainn>a. 

f. Laporan basil perjalanan dinas. 

g. Bukt i pembayaran penginapan yang sab. 

b. Bukt i pembayaran yang sab untuk sewa kenderaan dalam kota berupa 

kuitansi atau bukti pembayaran lainnj'^a yang dikeluarkan oleb badan 

usaba. yang bergerak dibidang jasa penyijwaan kenderaan. 

i . Daftau' pengeluaran riil dipergunakan untuk bukti-bukti pengeluaran 

biaya transpor dan biaya hotel/atau penginapan lainnya yamg tidak dapat 

diperoleb. 

j . Format daftar pengeluaran rii l sebagaimana dimaksud pada burulf 

sebagaimana tercantum pada Lampiran XI I I yang merupakan bagijan 

I yang lidak terpisabkan dari Peraturan Wall Kota ini. 

(4) Selisib l€;bib biaya transportasi perjalanan dinas luar daerab antara yajni 

telab dibirima dengan biaya rii l , disetor ke i-ekening bendabara pengeluaijan 

perangkgit daerab. 

PERANCKAT KABAG 
HUKUM ASISTEN SEKDA H 
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Pasal 36 

Format Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Hotel/ Penginapan, Format Sura l 

Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas 

sebagaimangL tercantum dalam Lampiran XIV, Lampiran XV dan Lampiran XVI 

yang merupeikan bagian yang tidak terpisabkan. dari Peraturan Wali Kota ini. 

BAB II I 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 37 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaFm, Peraturan Wali Kota Goronlalo 

bdmor 1 Tal iun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintab Kota 

Gorontalo scjbagaimana telab diubab dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo 

Nomor 4 Tabun 2019 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 38 

Peraturan Wall Kota mulai berlaku terbitung sejak 4 Januar i 2021 

Agar setiap orang mengetabuinya, memerintabkan Pengundangan Peratuhalr 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerab Kota Gorontalo. 

Ditet£ipkan di Gorontalo 

pada tanggal, 21 Ja»»ari 

WALI KOTA GORONTALO, V 
2021 

A. TAHA 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal, ^ y j a w u p r i 2021 

SEKRETARIS I/AERV^H KOTA GORONTALO, 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR .4 

DAE 
GKAT 
?AH 

KABAG 
HUKUM ASIIsTEN SEKDA 

i \ / 



LAMPIRAN I 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR / TAHUN 2021 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN 

KOTA GORONTALO 

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DAN MENGIKUTI 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

NO PROVINSI SATUAN BESARAN 
UANG HARIAN 

DIKLAT (LEBIH 
DARI 8 JAM) 

1 ACEH 

2 SUMATERA UTARA 

3 RIAU 

4 KEPULAUAN RIAU 

5 JAMBI 

6 SUMATERA BARAT 

7 SUMATERA SELATAN 

8 LAMPUNG 

9 BENGKULU 

10 BANGICA BELITUNG 

11 BANTEIN 

12 JAWA BARAT 

13 DKI J/,KARTA 

14 JAWA TENGAH 

15 DI. YOGYAKARTA 

16 JAWA TIMUR 

17 BALI 

18 NUSA TENGGARA BARAT 

19 NUSA TENGGARA TIMUR 

20 KALIMANTAN BARAT 

21 KALIMANTAN TENGAH 

22 KALIMANTAN SELATAN 

23 KALIMANTAN TIMUR 

24 KALIMANTAN UTARA 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

360.000 

370.000 

370.000 

370.000 

370.000 

380.000 

380.000 

380.000 

380.000 

410.000 

370.000 

430.000 

530.000 

370.000 

420.000 

410.000 

480.000 

440.000 

430.000 

380.000 

360.000 

380.000 

430.000 

430.000 

i io.oop 

i io.oqo 

i io.oqo 

110.000 

110.000 

110.000 

110.000 

110.000 

i io.odo 

120.000 

110.000 

130.000 

160.000 

110.000 

130.000 

120.000 

140.000 

130.000 

130.000 
I 

110.000 

110.000 

110.000 
i30.oqo 

130.000 

P E R J I N G K A T 
D J » £ R A H 

K A 
H U 

B A G 
K U M 

A S I S T E N S E K D A 

\ ; • 

9 
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zo T J r l 

Z D O R 
T J r i 

Z 1 QTTT AMrPTQT R A P A T 

oa Zo QTTT ATXTPQT Q P T A T A M O R 

OQ 
z y 

QTTT ATX'^PQT T P M r O A R o U L A W Il/Ol lUi lNLjrArl O H 

a n QTTT A\X/PQT T P T V m r i - A P A o U L(A W L/Ol 1 il/lN TjrVjrAKA O H 

3 1 M A L U F : U OH 

3 2 H I F A T T T T - ' T T T T T * A T » A 

M A L U F , U U T A R A OH 

3 3 P A P U A OH 

3 4 P A P U A B A R A T OH 

3 7 0 . 0 0 0 

4 1 0 . 0 0 0 

3 7 0 . 0 0 0 

3 7 0 . 0 0 0 

3 8 0 . 0 0 0 

3 8 0 . 0 0 0 

4 3 0 . 0 0 0 

5 8 0 . 0 0 0 

4 8 0 . 0 0 0 

1 1 0 . 0 0 0 

1 1 0 . 0 0 0 

1 2 0 

1 1 0 

0 0 0 

0 0 0 

1 1 0 . 0 0 0 

1 1 0 . 0 0 0 

1 1 0 . 0 0 0 

1 3 0 . 0 0 0 

1 7 0 . 0 0 0 

1 4 0 . 0 0 0 

W A L I K O T A GOF IONTALO , 

^lARTBN A. TAHA 

P E R A 
DA ] 

J ^ G K A T 
;RAH 

K A B A G 
H U K U M 

A S I S T E N S E K D A 

1 



L A M P I R A N I I 

P E R A T U R A N W A L I K O T A G O R O N T A L O 

N O M O R T A H U N 2 0 2 1 

T E N T A N G 

P E R J A L A N A N D I N A S D I L I N G K U N G A N F ' E M E R I N T A W A N 

K O T A G O R O N T A L O 

U A N G H A R I A N P E R J A L A N A N D I N A S L U A R K O T A D A L A M P R O V I N S I D A N 

M E N G I K U T I P E N D I D I K A N D A N P E L A T I H A N 

N O P R O V I N S I 
L U A R K O T / , D A L A M 

P R O V I N S I 
D I K L A T ( L E B I H D A M 

8 J A M ) 

KABUPATIEN POHUWATO 
KECAMAT/\N POPAYATO 250.000 100.000 
KECAMATAN TALUDITI 250.000 100.000 
KECAMAT/\N LEMITO 250.000 100.000 
KECAMAT/\N RANDANGAN 250.000 100.000 

100.060 KECAMATAN PATILANGGIO 250.000 
KECAMAT/^N MARISA 250.000 100.000 
KECAMATAN PAGUAT 250.000 100.000 
KABUPATIEN BOALEMO 
KECAMATAN MANANGGU 250.000 100.000 
KECAMATAN BOTUMOITO 250.000 100.000 
KECAMATAN TILAMJUTA 250.000 100.000 
KECAMATAN PAGUYAMAN 250.000 100.000 
KECAMATAN WONOSARI 250.000 100. 
KECAMAT/^N PAGUYAMAN PANTAI 250.000 IOO.O1 

KECAMAT/^N DULUPI 250.000 100.000 
KABUPATE=N GORONTALO 
KECAMAT/\N MOOTILANGO 250.000 100.000 
KECAMATAN BOLIYOHUTO 250.000 100.000 
KECAMATAN TOLANGOHULA 250.000 100.000 
KECAMATAN PULUBALA 250.000 100.000 
KECAMATAN TIBAWA 250.000 100.000 
KECAMAT/.N LIMBOTO BARAT 250.000 100.000 
KECAMATAN LIMBOTO BARAT 250.000 100.000 
KECAMATAN BONGOMEME 250.000 100.000 
KECAMATAN BATUDAA 250.000 100.000 
KECAMATAN BATUDAA PANTAI 250.000 100.000 
KECAMATAN TELAGA 250.000 100.090 
KECAMATAN TELAGA BIRU 250.000 100.0(|0 
KABUPATEIN GORONTALO UTARA 
KECAMATAN TOLINGGULA 250.000 100.000 
KECAMAT^,N SUMALATA 250.000 100.090 

100.060 KECAMATAN ANGGREK 250.000 
KECAMAT/SiN KWANDANG 250.000 100.000 
KECAMAT/s,N ATINGGOLA 250.000 100.000 

PER/HGKAT KABAG 
HUKUM ASISTEN SEKDA 
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KABUPATEN BONE BOUNGO 
KECAMAT/̂ ,N TAPA 
KECAMAT/̂ ,N BONE RAYA 
KECAMAT/fl,N BOLANGO UTARA 
KECAMATŷ ,N KABILA 
KECAMATAN TILONGKABILA 
KECAMATAN BOTUPINGGE 
KECAMATAN KABILA BONE 

KECAMAT;^,N BONE RAYA 
KECAMATAN SUWAWA 
KECAMATAN BONE PANTAI 

250.000 100.000 
250.000 100.000 
250.000 100.000 
250.000 100.000 
250.000 100.000 
250.000 100.000 
250.000 100.000 
250.000 100.000 
250.000 100.000 
250.000 100.000 

.WALI KOTA GORONTALO 

^mp<^A. TAHA 

PERA 
DA] 

4 G K A T 
RAH 

KABAG 
HUKUM A S K 5 T E N SEKDA 

1 L T T 



LAMPIRAN III 

PERATURAN WALI KOTA OGRGNTALO 

NOMOR " TAHUN 2021 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DILINOKUNOAN PEMERINTAHAN 

KOTA OGRGNTALO 

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 

NO PROVINSI / KOTA 

DAT AM PANnK'A 
PENGAWASAN 

DAN 
INTENSIFIKASI 

PAD 

L E B I H DARI 
8 JAM 

DIBAWAH 
JAM 

8 

1 1 KOTA GORONTALO 1 
KECAMATAN KOTA UTARA 200.000 150.000 95.000 

1 

KECAMATAIvl SIPATANA 200.000 150.000 95.000 

1 

KECAMATAN KOTA TENGAH 200.000 150.000 95.000 

1 

KECAMATAIvl KOTA BARAT 200.000 150.000 95.000 

1 

KECAMATAIsl DUNGINGI 200.000 150.000 95.000 

1 

KECAMATAN KOTA SELATAN 200.000 150.000 95.000 

1 

KECAMATAN KOTA TIMUR 200.000 150.000 95.000 

1 

KECAMATAN DUMBO RAYA 200.000 150.000 95.000 

1 

KECAMATAN HULONTHALANGI 200.000 150.000 95.000 

ALI KOTA OGRGNTALO 

EN A. TAHA 

PERANGKAT 
DAMWH 

KABAG 
HUKUM ASISTEN SEKDA T _1 / 



LAMPIRAN IV 

PERATURAN WALI KOTA OGRGNTALO 

NOMOR 4 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DILINOKUNOAN PEMERINTAH 

KOTA OGRGNTALO 

SATUAN BIAYA T I K E T PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA 

DAN BAGASI PERGI PULANG (PP) 

A N 

H O 
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA 

ASAL TUJUAN 

SATUAN BIAYA T I K E T 

BISNIS EKONOMI 

BAGASI 
(Kg) 

OGRGNTALO 

OGRGNTALO 

GORONTALO 

GORONTALO 

GORONTALO 

OGRGNTALO 

GORONTALO 

OORONTALO 

OORONTALO 

lb OORONTALO 

1 1 OORONTALO 

12 OORONTALO 

13 OORONTALO 

I j l OORONTALO 

15 OORONTALO 

16 OORONTALO 

1 7 OORONTALO 

13 OORONTALO 

l<t OORONTALO 

2(|) OORONTALO 

2 [ OORONTALO 

22 OORONTALO 

23 OORONTALO 

24 OORONTALO 

25 OORONTALO 

ACEH (BANDA ACEH) 

SUMUT (MEDAN) 

RIAU (PEKAN BARU) 

KEPRI (TJ PINANG) 

JAMBI (JAMBI) 

SUMBAR (PADANG) 

SUMSEL (PALEMBANG) 

LAMPUNG (B.LAMPUNG) 

BENGKUL (BENGKULU) 

BABEL(PANGKAL PINANG) 

BANTEN (SERANG) 

JAWA BARAT (BANDUNG) 

DKI JAKARTA (JAKARTA) 

JATENG (SEMARANG) 

DI.YOGYA (YOGYAKARTA) 

JAWA TIMUR (SURABAYA) 

BALI (DENPASAR) 

NTB (MATARAM) 

NTT (KUPANG) 

KALBAR (PONTIANAK) 

KALTENG (PALANGKARAYA) 

KALSEL (BANJARMASIN) 

KALTIM (SAMARINDA) 

KALUT (TANJUNG SELOR) 

SULUT (MANADO) 

19.674.930 

11.467.335 

9.629.070 

24.108.975 

24.107.160 

10.569.570 

8.814.465 

7.712.925 

15.080.835 

14.585.670 

7.231.000 

7.231.000 

7.231.000 

8.681.145 

8.825.520 

15.905.175 

18.479.175 

25.693.470 

12.300.420 

24.107.160 

29.222.325 

25.179.825 

25.486.560 

25.486.560 

8.846.640 

5.985.870 

5.229.675 

5.109.555 

8.355.435 

5.410.185 

5.790.675 

4.763.220 

3.574.560 

4.955.775 

4.173.510 

3.465.700 

4.824.000 

4.824.000 

3.708.705 

3.463.350 

3.242.085 

4.363.755 

4.927.065 

5.214.165 

5.400.450 

6.014.250 

7.009.860 

7.283.430 

7.283.430 

1.075.635 

30 

qo 

30 

30 

oO 

CO 

30 

30 

30 

io 

30 

30, 

30 

do 

30 

30 

f 
30 

3h 
30 

30 

30 

30 

3b 

PERAMGKAT 
HL 

IBAG 
IKUM ASISTEN SEKDA n - r ? / 

\ 



26 GORONTALO 

2" OORONTALO 

28 0(3R0NTAL0 

29 OORONTALO 

30 0(3R0NTAL0 

3 . OORONTALO 

32 OORONTALO 

33 OORONTALO 

34 OORONTALO 

GORONTALO (GORONTALO) 

SULBAR (MAMUJU) 

SULSEL (MAKASSAR) 

SULTENG (PALU) 

SULTRA (KENDARI) 

MALUKU (AMBON) 

MALUKU UTARA (SOFIFI) 

PAPUA (JAYAPURA) 

PAPUA BAR (MONOKWARI) 

8.846.640 

4.037.055 

11.033.715 

11.033.715 

11.033.715 

11.033.715 

19.303.845 

19.303.845 

3.127.740 

1.866.975 

3.352.800 

2.312.805 

4.140.510 

4.400.550 

11.028.435 

11.028.435 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 0 

0 

(I WALI KOTA OORONTALO 

ARTBN A. TAHA 

PERAI 
DA) 

>IGKAT 
IRAH 

KABAG 
HUKUM ASKUEN SEKDA t 
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LAMPIRAN V 

PERATURAN WALI KOTA OORONTALO 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANO 

PERJALANAN DINAS DILINOKUNOAN PEMERINTAHAN 

KOTA OORONTALO 
i 

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA 

NO 

DAERAH BIAYA TRANSPORT 

NO 
ASAL TUJUAN TIKET PP/ 

BIAYA RIIL 

BBM 
KENDARAAN 

DINAS PERHARI 

SEWA 
KENDARAAN 

PERHARI 

1 KOTA 
OORONTALO 

SULAWESI UTARA Rp 700.01)0 Rp 500.000 Rp 1.000.000 

1 KOTA 
OORONTALO 

SULAWESI TENGAH Rp 900.000 Rp 600.000 Rp 1.100.000 
1 KOTA 

OORONTALO SULAWESI BARAT Rp 1.000.01)0 Rp 750.000 Rp 1.250.000 1 KOTA 
OORONTALO 

SULAWESI TENOOARA Rp 1.200.000 Rp 800.000 Rp 1.375.000 
1 KOTA 

OORONTALO 

SELAWESI SELATAN Rp 1.400.000 Rp 1.000.000 Rp 1.500.0( DO 

WALI KOTA OORONTALO 

PER\N 
D/,EJ 

GKAT 
?AH 

KABAG ASISTEN SEKDA 

? / 

( 



LAMPIRAN VI 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR ^ TAHUN 2021 

TENTANO 

PERJALANAN DINAS DILINOKUNOAN PEMERINTAHAN 

KOTA OORONTALO 

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT P E R J ALANAN DINAS LUAR KOTA 
DALAM PROVINSI 

DAERAH BBM SEW/ 
JDAR 
ERH4 

NO ASAL TUJUAN 
TIKET PR/ 
BIAYA RIIL 

KENDARA/\N 
DINAS 

PERHARI 

KEI 
P 

SEW/ 
JDAR 
ERH4 

AAN 
Rl 

i KABUPATEN POHUWATO 
KECAMATAN POPAYATO Rp 650.000 Rp 300 000 Rp 500.000 
KECAMATAN TALUDITI Rp 650.000 Rp 300 000 Rp 500.000 
KECAMATAN LEMITO Rp 650.000 Rp 300 000 Rp 500.000 
KECAMATAN RANDANGAN Rp 650.000 Rp 300 000 Rp 500.000 
KECAMATAN PATILANGGIO Rp 650.000 Rp 300 000 Rp 500.000 
KECAMATAN MARISA Rp 650.000 Rp 300 000 Rp 500.000 
KECAMATAN PAGUAT Rp 650.000 Rp 300 000 Rp 500.000 
KABUPATEN BOALEMO 
KECAMATAN MANANGGU Rp 400.000 Rp 250 000 Rp 500.000 
KECAMATAN BOTUMOITO Rp 400.000 Rp 250 000 Rp 500.000 
KECAMATAN TILAMUTA Rp 400.000 Rp 250 000 Rp 500.000 

1 KECAMATAN PAGUYAMAN Rp 400.000 Rp 250.000 Rp 500.000 
KECAMATAN WONOSARI Rp 400.000 Rp 250.000 Rp 500.000 
KECAMATAN PAGUYAMAN PANTAI Rp 400.000 Rp 250.000 Rp 500.000 

o 
KECAMATAN DULUPI Rp 400.000 Rp 250 000 Rp 500.000 

i o KABUPATEN GORONTALO 
O KECAMATAN MOOTILANOO Rp 300.000 Rp 200.000 Rp 500.000 
o 
•z. KECAMATAN BOLIYOHUTO Rp 300.000 Rp 200.000 Rp 500.000 
—\ > r— KECAMATAN TOLANOOHULA Rp 300.000 Rp 200.000 Rp 500.000 
O KECAMATAN PULUBALA Rp 300.000 Rp 200.000 Rp 500.000 

1 
! KECAMATAN TIBAWA Rp 300.000 Rp 200.000 Rp 500.000 

KECAMATAN LIMBOTO BARAT Rp 300.000 Rp 200.000 Rp 500.000 
KECAMATAN LIMBOTO BARAT Rp 300.000 Rp 200.000 Rp 500.000 
KECAMATAN BONGOMEME Rp 300.000 Rp 200.000 Rp 500.000 
KECAMATAN BATUDAA Rp 300.000 Rp 200.000 Rp 500.000 
KECAMATAN BATUDAA PANTAI Rp 300.000 Rp 200.000 Rp 500.000 
KECAMATAN TELAGA Rp 300.000 Rp 200.000 Rp 500.000 
KECAMATAN TELAGA BIRU Rp 300.000 Rp 200.000 Rp 500.000 
KABUPATEN GORONTALO UTARA 1 
KECAMATAN TOLINGGULA Rp 350.000 Rp 350.000 Rp 500.000 
KECAMATAN SUMALATA Rp 350.000 Rp 350.000 Rp 500.000 
KECAMATAN ANOOREK Rp 350.000 Rp 350.000 Rp 500.000 
KECAMATAN KWANDANG Rp 350.000 Rp 350.000 Rp 500.000 
KECAMATAN ATINGGOLA Rp 350.000 Rp 350.000 Rp 500.000 

PER/VNGKAT K A B A G 
H U K U M 

A S I S T E N S E K D A r \ V \ 
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KAEUPATEN BONE BOLANGO 
KECAMATAN TAPA 
KECAMATAN BONE RAYA 
KECAMATAN BOLANOO UTARA 
KECAMATAN KABILA 
KECAMATAN TILONGKABILA 
KECAMATAN BOTUPINGGE 
KECAMATAN KABILA BONE 
KECAMATAN BONE RAYA 
KECAMATAN SUWAWA 
KE CAMATAN BONE PANTAI 

_Re 200.000 
_R2 200.000 
Rp 200.000 
Rp 200.000 
Rp 200.000 
Rp 200.000 
Rp 200.000 
Rp 200.000 
Rp 200.000 
Rp 200.000 

3 L 150.000 
Rp 150.000 
Rp 150.000 
Rp 150.000 
Rp 150.000 
Rp 150.000 
Rp 150.000 
Rp 150.000 
Rp_ 150.000 

150.000 

Rp 500.000 
Rp 500.000 
Rp 500.000 
Rp 500.000 
Rp 500.000 
Rp 500.000 
Rp 500.000 
Rp 500.000 
Rp 500.000 
Rp 500.000 

WALI KOTA OGRGNTALG'U 

N A. TAHA 

PERANGKAT 
DAIil 

KABAG 
H U K U M 

ASISTEN SEKDA 



LAMPIRAN VII 

PERATURAN WALI KOTA OORONTALO 

NOMOR i- TAHUN 2021 

TENTANO 

PERJALANAN DINAS DILINOKUNOAN PEMERINTAHAN 

KOTA OORONTALO 

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA 

Q A TT T AIM BESARAN Q A TT T AIM 
LUMPSUM BIAYA RI IL 

1 ACEH OK Rp 123.000 Rp 1.000.000 

2 SUMATEIRA UTARA OK Rp 232.000 Rp i.ooo.ooq 

RIAU OK Rp 94.000 Rp 1.000.000 
z KEPULAUAN RIAU OK Rp 137.000 Rp 1.000.000 

5 JAMBI OK Rp 147.000 Rp l.OOO.OOj) 

6 SUMATEIRA BARAT OK Rp 190.000 Rp l.OOO.OOO 

1 SUMATEIRA SELATAN OK Rp 128.000 Rp 1.000.000 

8 LAMPUNO OK Rp 167.000 Rp i.ooo.ooj) 

9 BENOKULU OK Rp 109.000 Rp 1.000.000 

10 BANOK/i BELITUNO OK Rp 90.000 Rp 1.000.000 

11 BANTEN OK Rp 446.000 Rp 1.000.000 

12 JAWA B/M^T OK Rp 166.000 Rp 1.000.000 

13 DKI JAKARTA OK Rp 256.000 Rp 1.000.000 

14 JAWA T15NOAH OK Rp 75.000 Rp 1.000.000 

15 DI. YOOYAKARTA OK Rp 118.000 Rp 1.000.000 

16 JAWA TI MUR OK Rp 194.000 Rp 1.000.000 

17 BALI OK Rp 159.000 Rp 1.000.000 

18 NUSA TENOOARA BARAT OK Rp 231.000 Rp 1.000.000 

19 NUSA TILNOOARA TIMUR OK Rp 108.000 Rp i.ooo.oop 

20 KALIMANTAN BARAT OK Rp 231.000 Rp 1.000.000 

21 KALIMANTAN TENOAH OK Rp 108.000 Rp 1.000.000 

22 KALIMANTAN SELATAN OK Rp 150.000 RID I.ooo.oop 

23 KALIMANTAN TIMUR OK Rp 450.000 Rp 1.000.000 

24 KALIMANTAN UTARA OK Rp 102.000 Rp 1.000.000 

25 SULAWESI UTARA OK Rp 138.000 Rp 1.000.000 

P E R / L N G K A T 
D A E R A H 

K A B A G 
A S I S T E N S E K D A 
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26 GORONTALO OK Rp 240.000 Rp 

27 SULAWESI BARAT OK Rp 313.000 R D 1 000 000 

28 SULAWESI SELATAN OK Rp 145.000 R D 1 000 000 

29 SULAWESI TENGAH OK Rp 165.000 R D 1 000 000 

30 SULAWESI TENGGARA OK Rp 171.000 Rp 1.000.000 

31 MALUKU OK Rp 240.000 Rn 1 non nno 
rvIJ X ,\J\J\J .\J\J\J 

32 MALUKU UTARA OK Rp 215.000 Rp i.ooo.ood) 

33 PAPUA OK Rp 431.000 Rp 1.000.000 

34 PAPUA BARAT OK Rp 182.000 Rp 1.000.000 

WALI KOTA OORONTALO!^ 

' £ O T WA. T A H A 

PERA^ 
DAID 

IGKAT 
RAH 

KABAG ASIfiTEN SEKDA 

J 
- r 
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LAMPIRAN VII I 
PERATURAN WALI KOTA OORONTALO 
NOMOR * TAHUN 2021 
TENTANO 
PERJALANAN DINAS DILINOKUNOAN PEMERINTAHAN KOTA OORONTALO. 

SATUAN BIAYA PENOINAPAN 

NO P R O V I N S I S A T U A N 

T A R I P 

NO P R O V I N S I S A T U A N 
K E P A L A D A E R A H , 

W A K I L K E P A L A 
D A E R A H DAN 
K E T U A D P R D 

W A K I L 
K E T U A 

U r K U 

A N G G O T A D P R D , 
P E J A B A T P IMPINAN 
T I N G G I M A D Y A D A N 

T I N G G I P R A T A M A 
X XX 1 V,X X X XXX X X X XXTXX X 

P E J A B A T 
A D M I N I S T R A T O R 

D A N PNS 
G O L O N G A N IV 

P E J A B A T 
P E N G A W A S 

D A N PNS 
G O L O N G A N III 

PNS G O L O N G A N I 
DAN I I 

1 ACEH OH 4 420 000 4 000 000 
" • W W W . W W w 

3 256 000 
. W W 1 W W W 

1 294 000 
X • X mJ . W W W 

556 000 
w w w . w w w 

556 000 
w w w * Vy Vy Ay 

2 SUMATERA UTARA OH 4 QfiO 000 2 600 000 
X. • W w w . w w W 

1 518 000 
X • W X U . W W W 

1 100 000 
X . x w w . w w w 

530 000 
W W W . W W W 

530 000 
W W W * w w w 

3 RIAU OH 3 R20 000 3 400 000 
W . ^ W W . W W w 

3 119 998 1 650 000 
X • w w w . w w w 

852 000 
w w X . w w w 

852 000 
w w X • w w w 

4 KEPULAUAN RIAU OH 4 273 000 3 000 000 
W . W W W . W W w 

1 854 000 
X • U W T . W W W 

1 037 000 
X . w w / . w w w 

792 000 
' w X . w w w 

792.000 
5 JAMBI OH 4 000 000 

• T I w w w • w w w 
3 600 000 
w . w w w . w w w 

3 337 000 
J f J % J f . W W W 

1 212 000 
X . ^ X X . . W W W 

580 000 
W W W • W W W 

580 000 
W W W • Ay\JVy 

6 SUMATERA BARAT OH 5 236 000 
W • Am w w • w w w 

4 300 000 
~ • tj W W . w w w 

3 332 000 1 353 000 
•X. • w w w . w w w 

650 000 
Ay ..y Ay • Ay vy Ay 

650.000 
7 SUMATERA SELATAN OH 5 830 000 

J . i w • w w w 
4 000 000 
• T . W W W . W W W 

3 083 000 
w . W W W . w w w 

1 571 000 
X . w / X . w w w 

8 6 1 000 
W W X . W W W 

8 6 1 000 
U W X • vy Ay Ay 

8 LAMPUNG OH 4.491.000 3 .200.000 2.067.000 1.140.000 580.000 580.000 
9 BENGKULU OH 2.071.000 1.800.000 1.628.000 1.546.000 630.000 630.000 
10 5ANGKA BELITUNG OH 1— r\r\n -* m o r t r * o 

^ . O ^ J O . U W U 
1 r \ r - 7 n rv r * 

. w w w 
c m n n r * 
w ^ ^ . w w w W ^ X ' W W W 

11 BANTEN OH 5.725.000 3 .800.000 2.373.000 1.000.000 718.000 718.000 
12 JAWA BARAT OH 5.381.000 3 .750.000 2.755.000 1.006.000 570.000 570.000 
13 DKI JAKARTA OH 5.850.000 4.000.000 1.490.000 992.000 730.000 730.000 
14 JAWA TENGAH OH 4.240.000 3 .100.000 1.480.000 954.000 600.000 600.000 
15 DI. YOGYAKARTA OH 5.017.000 4.000.000 2.695.000 1.384.000 845.000 845.000 
16 JAWA TIMUR OH 4.400.000 3 .000.000 1.605.000 1.076.000 664.000 664.000 
17 BALI OH 4.890.000 3 .400.000 1.946.000 990.000 910.000 910.000 
I S NUSA TENGGARA BARAT OH 3.500.000 3 .100.000 9 6X8 nnn 1.418.000 580.000 580 non 

19 NUSA TENGGARA TIMUR OH 3.000.000 2 .200.000 1.493.000 1.355.000 550.000 550.000 
20 KALIMANTAN BARAT OH 2.654.000 2 .000.000 1.538.000 1.125.000 538.000 538.000 

P E R A N G I C A T 
D A E R A H 

K A B A G A S I S T E N S E K D A 

m / 



- 2 -

1 2 3 4 5 
2 1 KALIMANIAN 1 tINGAIi OH 4.901.000 4.000.000 3.391.000 ' I A / " f \ r y r \ 

J . . X O V J . V J V J U 
c c f\ ro o r\ 
U - i y . V J U U 

y y yx y^ yx y^ U . t . a r I f I I I 
I x f W W ' W W vy 

22 KALIMANTAN SELATAN OH 4.797.000 4.000.000 y^ y^ A y y^ 0\ y% 

3.316.000 
<1 ^ /•*y"\ ny<\y\ 
1.500.000 540.000 r- A r t rtrtrt 

540.000 
23 KALIMANTAN TIMUR OH 4.000.000 3.000.000 2.188.000 1.507.000 

£\ y"* X y* y^ 
804.000 

yx yx a y> yv y> 

804.000 
24 KALIMANTAN UTARA OH 4.000.000 3.000.000 2.188.000 1.507.000 

y*i yA A /~\ yx y\ 

804.000 
yx y-\ a /-\ yx 

804.000 
25 SULAWESI UTARA OH 4.919.000 3.200.000 2.290.000 924.000 

y% ys y% yx yx 

782.000 782.000 

25 GORONTALO On ~ 

27 SULAWESI BARAT OH 4.076.000 3.200.000 2.581.000 1.075.000 
*^ yx ji yx yx y—V 

704.000 
^ y , a y^ y\ /-\ 

704.000 
28 SULAWESI SELATAN OH 4.820.000 2.500.000 1.550.000 1.020.000 732.000 732.000 

29 SULAWESI TENGAH OH 2.309.000 2.200.000 2.027.000 1.567.000 951.000 
yx y ^ yx yx y^ 

951.000 
30 SULAWESI TENGGARA OH 2.475.000 2.200.000 2.059.000 1.297.000 786.000 786.000 

3 1 H ll A 1 1 1 1 / 1 1 

MALUKU 
y^ 1 1 

OH 3.467.000 3.200.000 3.240.000 1.048.000 C C " 7 A A A 
bb/.OOO 

bb/.uuu 

32 MALUKU UTARA OH 3.440.000 3.250.000 3.175.000 1.073.000 600.000 600.000 

33 PAPUA OH 3.859.000 3.500.000 3.318.000 2.521.000 829.000 829.000 

34 PAPUA BARAT OH 3.872.000 3.500.000 3.212.000 2.056.000 718.000 718.000 

ALI KOTA GORONTALO 

P E R A N G K A T 

riARRAH 
K A B A G 
H U K U M 

A S I S T E N S E K D A 

-A 



LAMPIRAN IX 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR < TAHUN 2021 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN 

KOTA GORONTALO 

UANG REPRESENTASE PEFIJALANAN DINAS 

NO l^ROVINSI SATUAN LUAFI DAERAH 

LUAR 
DAERAH 
DALAM 

PROVINSI 

DALAM 
DA ERAH 
(LEBIH 
DARI 8 
JAM) 

3 

PEJABAT NEGARA DAN 
PEJABAT DAERAH 
PEJABAT ESELON I 
PEJABAT ESELON I I 

OH 

OH 
OH 

250.000 

200.000 
150.000 

200.000 

150.000 
100.000 

125 000 

100.000 
75*000 

WALI KOTA GORONTALO 

MARTEN A. TAHA 

PERANGKAT 
DAEE 

KABAG 
HUKUM ASISTEN SEKDA 



LAMPIRAN X 

PERATURAN WALI KOTA OORONTALO 

NOMOR 4 TAHUN 2021 

TENTANO 

PERJALANAN DINAS DILINOKUNOAN PEMERINTAHA 

KOTA OORONTALO 

BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN 

NO J E N I S 
PEMERIKSAAN 

SATUAN LUAR KOTA DALAM KOTA 

1 RAPID T E S T 
2 SWAB PGR 

OK 
OK 

500.000 
1.500.000 

500.000 
1.500.000 

^VALl KOTA OORONTALO ^ 

L-
ARTEN A. TAHA 

PERANGKAT 
DAERAH 

iB 

KABAG 
HUKUM ASISTEN SEKDA 



LAMPIRAN X I 

PER/VTURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR ' TAHUN 2021 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN 

GORONTALO 

PEMERINTAHAN KOTA 

SUFIAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS 
NOMOR 

Yang bertanda tangan di bawab ini : 

Nama : (1) 
NIP : (2) 

Jabatan : (3) 

PERANGKAT DAERAH/Unit : (4) 

menyatakEin dengan sesunggubnya, babwa tugas perjalanan dinas atas nan|a 

Nama : (5) 

NIP : (6) 

Jabatan : (7) 

PERANGKAT DAERAH/Unit : (8) 

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan diba[i 
lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat di tunda yiiitu 

(9) 
Sebubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan dinas tidak dapat 
digantikan oleb pejabat/pegawai negeri Iain. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila 
dikemudian bari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung 
jawab penub dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan bukum yang 
berlaku. 

(10) 
Yang membutat pernyataan 

^WALI KOTA GORONTALO,' 

V 
RTEN A. TAHA 

PERANGKAT 
DAERAH 

t 
KABAG 
HUKUM ASISTEN SEKDA 



LAM]=»IRAN X I I 

P E R L T U R A N W A L I K O T A G O R O N T A L O 

N O M O R ' T A H U N 2 0 2 1 

T E N T A N G 

P E R J A L A N A N D I N A S D I L I N G K U N G A N 

G O R O N T A L O 

S U R A T P E R N Y A T A A N P E : M B E B A N A N 
B I A Y A P E M B A T A L A N T U G A S P E R J A L A N A N D I N A S 

N O M O R 

Yang bertanda tangan di bawab ini : 

Nama : ( 1 ) 

NIP : (2 ) 

Jab£itan : (3 ) 

PERANGKAT DAERAH/Unit : (4) 

menyatakfiin dengan sesunggubnya, babwa p<jrjalanan dinas berdasarkan 
Surat Tug£is Nomor : Tanggal dan SPPD Nomor tanggal ata^ 
nama : 

Narr.a 

NIP 

Jabjitan 

(5) 
.(6) 

•(7) 
P E R A N G K A T D A E R A H / U n i t : .(8) 

PEMERINTAHAN KCTA 

dibatalkan sesuai surat Pernyataan Pemtiatalan Tugas Pe:[jalanan Dinas 
Nomor tanggal 

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya traspor beru]Da ...(9).... dan 
biaya pengjnapan yang telab terlanjur dibay£irkan atas beban DPA tidak dapat 
dikembalikan/refund (sebagian/selurubnya) sebesar Rp. . . (10) ,sebingga 
dibebankan pada DPA Nomor tanggal .PERANGKAT D A E l ^ H ( 1 1 ) 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya dan apabila 
dikemudian bari ternyata surat pemyataan ini tidak benar dan menimbulkan 
kemgian negara/daerab, saya bertanggung jawab penub dan bersedia 
menyetorkan kemgian negara/daerab tersebut ke Kas Negara/Daerab. 

( 12 ) 

Yang membutat pemyataan 

. ( 13 ) 
ALI KOTA GORONTALO, 

ARTEN A. TAHA 

PERANGKAT 
DAERAH 

JGKAT KABAG . O , O T F N 
RAH HUKUM ^^''"""^ SEKDA 



LAMPIR\N XI I I 

PERVTUR^N WALI KOTA OORONTALO 

NOMOR ' TAHUN 2021 

TENTANO 

PERJALANAN DINAS DILINOKUNOAN PEM ERINTAHAN KOTA. OORONTAIK) 

DAFTAR PENOELUAl^N RIIL 

Yang bertanda tangan di bawab ini : 

Nama 

NIP 

Jabatan 

PERVNOKAT DAERAH/Unit : 

Berdasarkein Surat Perintab Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor....tanggal. 
dengan ini kami menyatakan dengan sesunggubnya babwa : 

I . Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidjEik; 
dapat diperoleb bukti-bukti pengeluarannjm , meliputi : 

No Uraian Jumlah 

1 

tlumlah 

2. Jumlab uang tersebut pada angka I di ata s benar-benar dikcduarkan untuk 
pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di]<emudian ban 
terdapat kelebiban atas pembayaran, kami bersedia untu]^ menyetorkan 
kelebibim tersebut ke Kas Negara/Daerab. 

Demikian ]Demyataan ini kami buat dengan sebenamya, untuk dipergunakan 
sebagaimajoa mestinya. 

Menyetujui : tempat,tanggal, bulan,tabuiji 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Perjalanan Dinas 

NIP. NIP. 

pWALI KOTA OORONTALO, 



LAMPIR\N XIV 

PER^TUR^N WALI KOTA OORONTALO 

NOMOR ' TAHUN 2021 

TENTANO 

PERJALANAN DINAS DILINOKUNOAN PEM ERNTAHAN KOTA OORONTAlLO 

P E M E R I N T A H K O T A G O R O N T A L O 
S E K R E T A R I A T D A E R A H 

Jalan Nani Wartabone No 3 Telp. (0435) 821012 Fax.21001 Gorontsiio 96116 

Lembar ke 
Nomor : .../SPPD/ 

SURAT PERNTAH PERJAILANAN DINAS 
(SPPD) 

Pejabat yang berwenang memberikan perintab 
Nama/Pegawai yang melaksanakan perjalanan 
dinas 
a. Pangkat dan Oolongan 
b. Jabatan/Instansi 
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas 
Maksud perj;alanan dinas 
Alat transpoi-tasi yang digunakan 
a. Tempat b(;rangkat 
b. Tempat tujuan 
a. Lamanya perjalanan dinas 
b. Tanggal berangkat 
0. Tanggal barus kembali/tiba ditempat 

8 Pengikut: 
1. 
2. 
Dst . . . 

Nama Tanggal labir Keterangan 

F'embebenan anggaran 
a. Instansi 
b. Rekening belanja 

LO K!eterangan Iain-Iain 

Dikeluarkan di 
Tanggal : 

Pejabat yang berwenang memberikan perintjalji 

Nama 
Pangkat 
NIP 

//ALI KOTA OORONTALO . 

d^R^EN A. TAHA 
PER^NCfKAT KABAG ASISTEN SEKD \ 

~ r ]̂ \ 



LAMPIF7VN XV 

PERATURAN WALI KOTA OORONTALO 

NOMOR .̂ TAHUN 2021 

TENTANO 

PERJALANAN DINAS DILINOKUNOAN PEMERINTAHAN KOTA OGRGNTAtO 

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN HOTEL/PENGINAPAfl 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
N a m a 
N I P 
J a b a t a n 
PERANGKAT DAERAH/Unit 

dengan ini menyatakan atas perjalanan dinas saya selama ...( ) 
hari dari tanggal .... s/d .... Dengan tujuan t i l ak 
menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya. Berdasarkan 
Peraturan Wall Kota Gorontalo Nomor ... Tahun 2020 tentang Perjalanan 
DinsLS di Lingkungan Pemerintah Gorontalo, saya mengajukan biayq 
Hotel/penginapan yaitu sebesar Rp (...hari x Rp x 30%) 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan 
apabila dikemudian bari surat pernyataan ini tidak benar dan 
menimbulkan kerugian keuangan daerab, saya bertanggungjawab penub 
dan bersedia menyetorkan kerugian keuangan negara/daerah tersejbujt 
ke Kas Daerab. 

Gorontalo, 20 
Yang membuat pernyataan 

Nama 
Nip 

I^VALI KOTA OGRGNTALoi ' 

MARTEN A. TAT\A 

P E R A N G K A T 
D A E R A H 

S E K D A 



LAMPIRAN XVI 

PERATURAN WALI KOTA OORONTALO 

NOMOR ' TAHUN 2021 

TENTANO 

PERJALANAN DINAS DILINOKUNOAN PEMERINTAHAN KOTA OORONTAL0 

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

LAMPIRAN SPPD NOMOR : 

TANOOAL 
NO PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN 

1 
2 
3 
4 
5 

Terbilang 

Telab dibayar sejumlab 

Rp 
Bendabarsi Pengeluaran 

tempatjanggal, bulan,tahun 

Telab menerima uang sebesal" 

Rp. 

Yang menerima 

NIP. NIP. 

PERHTUNOAN BIAYA SPPD RAMPUNO 

Ditetapkan sejumlab 

Yang telab dibayar semula 

Sisa Kurang/Lebib 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Pengguna/Kuasa Anggaran 

NIP+... 
ALI KOTA OORONTALO, 



S U R A T P E R N Y A T A / \ N 

Yang Bertanda Tangan dibawah ini: 

Nama SYUKRI THALIB 
Jabatan Patwal Walikota Gorontalo 

SKPD/Unit Sekretariat Daerah Kota Gorontalo 

Dengan ini menyatakan atas perjalanan dinas saya selama 5 (lima) Hari tanggal 

31 Januari - 4 Februari 2021 dengan tujuan Manado 4 (Empat Malam). EJerdasarkan 

Peraturan Walikota Gorontalo Pasal 29 Ayat 3 tentangi Perjalanan Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Kota Gorontalo tidak menggunakan Fasilitas Hotel / Tempat Penginapan 

lainnya, saya mengajukan biaya akomodasi yaitu sebesar Rp. 938.400,- (4 Hari x Rp. 

782.000x30%) 

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenarnya clan apabila 

dikemudian hari ternyata Surat Pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian 

daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian 

negara/daerah tersebut ke Kas Daerah. 

Gorontalo, 5 Februari 2021 
Yang Membuat Pernyataan 

SYUKRI THALIB 


